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KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAH

PRESIDEN REPUN\ID :
Menimbang : bahwa guna men ) %ran @a&m pembangunan

dipandang perlu fgahisasi Departemen Keuangan

sebagaimana ud dald AL »
Tah t% rganisas Departemen sebagaimana telah
tig ulut&i diubai \ r dengan Keputusan Presiden Nomor
48T 1997; Q

=
%Pasal 4 dang-Undang Dasar 1945;

2. Kepu Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan

2> diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997;

Mengi

Organisas Departemen sebagaimana telah tiga puluh dua kali

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH
TIGA PULUH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1997.

Pasa | ...
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Tahun 1997, sehingga pengaturan mengenai

dan susunan organisasi Depart euangan “seluruhnya berbunyi
sebagai berikut: X @
%Q S
N

e
D

S
epartem an sebagai bagian dari Pemerintah Negara,
dipimpi Seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung
kepada Presiden.

Pasal 50

Tugas pokok Departemen Keuangan adalah menyel enggarakan sebagian

tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keuangan.
Pasal 51
Departemen Keuangan terdiri dari:

1. Menteri;
2. Sekretariat ...
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Sekretariat Jenderal;
Inspektorat Jenderal;

Direktorat Jenderal Anggaran; S %
Direktorat Jenderal Pajak;
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; \
Direktorat Jenderal Pembinaan Badan U ilikNegara;

Direktorat Jenderal Lembaga K an;
Badan Pengawas Pasar Madal; @

10. Badan Analisa Keuan oneter;
11.Badan Pelayan Ek Pengolahan Data
<
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Sekretariat Jenderal terdiri dari:
Biro Perencanaan dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri;
Biro Kepegawaian;

Biro Keuangan;

Biro Perlengkapan;

Biro Organisasi dan K etatal aksanaan;

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;

N o g &~ w D PE

Biro Umum

Pasal 53 ...
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Pasal 53

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1
2
3
4
5
6
7
8
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. Inspektur Kepegawaian;
. Inspektur keuangan;
. Inspektur Perlengkapan;

AN
R

Direktorat Pembinaan Anggaran Ill;

Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara;
Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara;
Direktorat Tata Usaha Anggaran;

Direktorat Dana Luar Negeri;

Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran

Pasal 55

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

1.

Sekretariat Direktorat Jenderal;

<&
. Sekretariat | nspektorat Jenderal; @

Inspektur Anggaran;

. Inspektur Pgjak; X @
. Inspektur Bea dan k@Q @@

. Inspektur Umu K

2. Direktorat ...
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Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan;
Direktorat Peraturan Perpajakan;

Direktorat Hubungan Perpajakan Internasi on@;
Direktorat Pgjak Penghasilan;
Direktorat Pgjak Pertambahan Nilai
Lainnya;

Direktorat Pgjak Bumi dan Ban

Direktorat Pemeriksaan Pgjak;
. Pusat Penyuluhan Perpgj
10. Pusat Pengolahan%& fmas P@.
&*

torm&d Bea terdiri dari:
[ [ eral.
=X |

Direktorat Cukai;

Direktorat Pencegahan dan Penyidikan;

Direktorat Verifikas dan Audit;

Direktorat K epabeanan Internasional;

Pusat Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai.

Pasal 57

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negaraterdiri dari:

1.
2.

Sekretariat Direktorat Jenderal.
Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negaral;
3. Direktorat ...
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Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negaralll;
Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik N@ara
Direktorat Privatisas Badan Usaha Milik N

N o g &~ W

Direktorat Informasi, Pengembang an u

Nl
Direktorat Jenderal L ta@
1. iat Di : (‘% S

Milik Negara.

o ~ WD

Badan Pengawas Pasar Modal terdiri dari:
Sekretariat Badan;

Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
Biro Pemeriksaan dan Penyidikan;

Biro Pengelolaan Investasi dan Riset;

Biro Transaksi dan Lembaga Efek;

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan ;

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I1;
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Biro Standar Akuntansi.
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Badan Analisa Keuangan dan Moneter terdiri dari:
1. Sekretariat Badan;
Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Bel

Biro Analisa Moneter;

Biro Analisa Keuangan Daerah;

a ~ WD

Biro Pengkajian Ekonomi dan K gan.

S

@%Bro KURGaR. Teknis dan Standardisasi Komputer.
Q Pasal 59b

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negaraterdiri dari:
Sekretariat Badan;

Biro Informasi dan Hukum;

Biro Piutang Negara Perbankan;

Biro Piutang Negara Non Perbankan;

Biro Lelang Negara;

Instansi Vertikal di Wilayah.
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Pasal 59c ...
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<
Badan Akuntasi Keuangan Negaraterdiri dari:
Sekretariat Badan, &
Biro Akuntans dan Pelaporan Keuangan;

Biro Pembinaan Sistem Akunt egara;

Biro Perhitungan Angg Neg

Biro Tata Usaha Inven a,{Xayaan Nega @

Biro Pengolahan @ ) Q
N 0,8
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5. Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai;
Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan Umum.

o

Pasal 61

Instans Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang
dikoordinasikan oleh Perwakilan Departemen Keuangan di Wilayah."

Pasal Il ...
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Keputusan Presiden ini mulai berlaku padatangggl ditetap

Ditetapkan di &X

padatanggal 9 Januarni.1998

PREKN LIK NESIA

SEKRETARI KA
KepalaBiro Hgkum <

da@ dangan

Lambock V. Nahattands
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